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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2022  tentang  Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa 

Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian 

Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

No 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang 

memiliki kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(PPK-BLU) yang berada di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, 

Kementerian Perindustrian. 

Visi BBSPJIA ditetapkan sebagai berikut Menjadi badan layanan umum yang 

akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri 

bidang agro yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Upaya BBSPJIA dalam mencapai 

visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” 

yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 

sesuai dengan tujuan pembangunan industri bidang agro dengan Misi BBSPJIA tahun 2025-2029 

adalah “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri  melalui optimalisasi 

pemanfaatan teknologi dan jasa industri agro“. 

Sasaran strategis BBSPJIA adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BBSPJIA 

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa 

program/kegiatan, sementara Indikator Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BBSPJIA. 

Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIA adalah turunan dari 

tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading. Pada Tahun 2025 memiliki 1 Tujuan dan 7  

(tujuh) Sasaran Strategis/Kegiatan BBSPJIA dengan 18 (delapan belas) indikator sebagai 

berikut: 
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1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri (TJ): 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks); 

b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa 

industri (Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi). 

2) Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional (SK1): 

a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) (Persen); 

b. Nilai Net Promoter Score (NPS) (Nilai). 

3) Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri (SK2): 

a. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Indeks);  

b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri (Hasil Layanan); 

c. Nilai Revenue on Asset (RoA) (Persen);  

d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) (Persen). 

4) Terwujudnya SDM yang profesional (SK3) : 

a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks). 

5) Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik (SK4) : 

a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI 

(Persen); 

b. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Persen); 

c. Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks). 

6) Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SK5) : 

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker (Persen); 

b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) (Nilai). 

7) Terwujudnya akuntabilitas organisasi (SK6) : 

a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker (Nilai); 

b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai); 

c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan (Nilai). 

8) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas 

Industri (SK7) : 

a. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa 

pemerintah Nilai minimal laporan keuangan (Persen). 
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Rata-rata capaian kinerja 18 (delapan belas) indikator sasaran strategis sebesar 116,46 %, 

dengan rincian 15 (lima belas) indikator kinerja capaiannya 100% ke atas dan 3 (tiga) indikator 

capaian masih dibawah 100%.    

 Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 43.069.507.909,- atau 95,84% dari  pagu 

sebesar efektif Rp. 44,939,538,000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 

(98,28%) terhadap realisasi pada tahun 2025 (95,84%) mengalami penurunan sebesar 2,44 %. 

Realisasi anggaran tahun 2025 terdiri dari 1) realisasi penyerapan angggaran yang bersumber 

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.11.471.725.161,- atau 92,63% dari pagu RM sebesar                                      

Rp. 11.556.741.000,- dan 2) realisasi penggunaan anggaran bersumber PNBP BLU sebesar                 

Rp.31.589.328.712,- atau 94,63% dari pagu yang bersumber PNBP sebesar                                      

Rp. 33.382.797.000,-. 

 Realisasi Penerimaan PNBP BLU Tahun 2025 sebesar Rp.32.634.323.030,- atau 

109,57% dari target sebesar Rp 29.800.000.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 

(Rp 36.704.633.828,-) PNBP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11,04 %.   

Kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai sasaran dalam Perjanjian Kinerja 

BBSPJIA Tahun 2025 yaitu ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target. 

Terkait dengan layanan sertifikasi, proses administrasi melalui SIINAS membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan pelanggan mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai dokumen yang 

harus dilengkapi. Adanya penurunan penerimaan layanan sertifikasi juga berdampak langsung 

kepada penurunan penerimaan klien layanan pengujian. Selain itu kegiatan bimbingan teknis, 

pelatihan dan pendampingan dari para pelanggan seperti pemerintah daerah mengalami 

penurunan karena efisiensi anggaran. 

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai target kinerja output 

kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran yang semula bisa 

diakomodir oleh rupiah murni menjadi sangat terbatas dan harus ditanggulangi dengan anggaran 

PNBP BLU, yang pada akhirnya kegiatan yang dibiayai PNBP menjadi tidak maksimal. Blokir 

anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium juga mengganggu kelancaran pelaksanaan 

layanan jasa teknis. Beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peralatan 

yang sudah rusak menjadi tertunda pengadaannya. 
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Berdasarkan kendala yang dihadapi maka BBSPJIA perlu melakukan beberapa langkah 

tindak lanjut yaitu: 

 Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.  

 Pengembangan dan penambahan ruang lingkup layanan serta penyempurnaan aplikasi 

untuk menunjang layanan. 

 Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun 

berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan diharapkan agar lebih cermat dalam 

menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan 

identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap. 

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 

358/KMK.05/2018 Tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, 

dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro (BBSPJIA) pada BSKJI, 

Kementerian Perindustrian, pada tanggal 2 Mei 2018, dengan diberlakukannya Remunerasi BLU 

ini maka BBSPJIA dituntut untuk lebih mandiri lagi karena tidak lagi ditunjang oleh sumber 

pembiayaan yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dalam hal pembayaran Tunjangan Kinerja 

pegawainya, dan yang lebih penting lagi, penerapan Remunerasi BLU ini harus diikuti dengan 

perubahan mindset dan paradigma dari seluruh stakeholder BBSPJIA agar menjadi Satker yang 

lebih profesional didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi 

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan 

Jasa Industri,  Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) yang 

selanjutnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi 

dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa 

Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi 

pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri 

agro. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Industri Agro 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro; 

b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro; 

c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan 

teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro; 

d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, 

produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro; 

e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di 

bidang industri agro; 

f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro; 

g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; 

h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, 

organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan 

barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.05/2009 tanggal 28 

Desember 2009, BBSPJIA ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang mendapatkan 

kewenangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 

Oleh karena itu, BBSPJIA dituntut menjalankan organisasinya secara profesional dalam 
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memberikan pelayanan kepada masyarakat industri agro secara lebih baik, transparan, 

akuntabel, efisien, produktif, dan mandiri, terutama pada layanan unggulan BBSPJIA 

antara lain: pengujian, sertifikasi, sampling/ pengambilan contoh, kalibrasi, uji profisiensi, 

pelatihan, kerjasama penelitian dan pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan 

industri, konsultansi dan inspeksi teknis. 

Prinsip dasar pemerintahan yang baik adalah terdapatnya akuntabilitas publik dan 

transparansi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas diartikan 

sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara periodik. Transparan mengandung 

arti bahwa praktik-praktik instansi pemerintahan akan diketahui umum dan anggota 

masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi yang benar. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam rencana, yang dilakukan melalui pemantauan dan 

pengawasan. Merujuk pada peraturan yang disebutkan di atas, BBSPJIA sebagai salah satu 

instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 

2025, yang memuat kinerja yang telah dicapai, analisis capaian kinerja, hambatan dan 

kendala pelaksanaan, serta langkah tindak lanjutnya.  

Susunan laporan mengacu sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 
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1.2. Peran Strategis Organisasi 

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 

2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam 

gambar berikut  

 
Gambar 2-1 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 

Sumber: RPJPN 2025-2045 

 

Fokus pembangunan industri dan Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem 

Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada 

penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem 

industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) 

dan didukung investasi di sektor prioritas. Selaras dengan Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 

41 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 370 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025 – 2029. 

BBSPJIA sebagai institusi teknis melayani industri agro, berperan dalam 

melaksanakan kebijakan pengembangan industri nasional untuk mendukung 

pengembangan industri agro di Indonesia. Di samping tugas pembangunan yaitu 

mendorong tumbuhnya industri agro nasional, BBSPJIA secara internal mempunyai tugas, 


